Pusdansi.org
Volume 2 (9), 2022

REKONSTRUKSI KEBIJAKAN P3B INDONESIA

Selvi Yulianti
Akuntansi
selviyulianti@gmail.com

Abstrak

P3B (tax treaty) merupakan kesepakatan antara dua negara untuk memodifikasi peraturan
perundang-undangan perpajakannya masing-masing. Biasanya yang dimodifikasi adalah
ketentuan mengenai pajak atas penghasilan saja. Jadi, pajak pajak lainnya, seperti Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan
Bangunan, dan bea materai, tidak diatur dalam P3B. P3B muncul karena adanya benturan
jurisdiksi perpajakan antara negara negara yang punya modal (capital exporting
countries) dan negara-negara yang mem-butuhkan modal (capital importing countries).
Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode literatur atau studi kepustakaan
dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-
buku referensi dan bahan bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan maupun internet.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa Ada tahapan prosedur yang harus
dilakukan untuk menerapkan perjanjian penghindaran pajak berganda, serta syarat-syarat
yang harus dipenuhi untuk menggunakan manfaat tax treaty ini. Beberapa di antaranya
adalah memperlihatkan surat keterangan domisili yang telah memenuhi persyaratan
administrasi, seperti mengisi dan melampirkan form DGT dan menyampaikannya bersama
SPT Masa.

Kata kunci: Tax treaty, Metode Literatur

PENDAHULUAN

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau income tax treaty, merupakan
rekonsiliasi dari dua undang-undang pajak yang berbeda dalam rangka membagi hak
pemajakan (Yusuf, 2021) (Ribhan & Yusuf, 2016). Rekonsiliasi ini diperlukan untuk
menghindarkan pengenaan pajak berganda yang disebabkan oleh adanya konflik dalam
pelaksanaan ketentuan perpajakan dua negara (juridical double taxation) (Larasasati &
Natasya, 2017). Setiap negara mempunyai kewenangan dalam menentukan jurisdiksi

perpajakannya (Phelia et al., 2021). Pajak dapat difungsikan untuk tujuan anggaran
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(budgeter), yaitu sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran negara, dan untuk tujuan mengatur (reguler), yaitu sebagai alat untuk
mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan penanaman modal, melindungi produksi
dalam negeri, mengatur konsumsi, dan lain-lain. Kewenangan negara inilah yang
ditawarkan untuk dimodifikasi atau direkonsiliasi saat negara bermaksud melakukan
perikatan dalam suatu P3B. Kebijakan P3B merupakan bagian dari kebijakan domestik
suatu Negara (Anggarini, 2021). Dengan kebijakan P3B-nya, suatu negara menentukan
arah dan tujuan diadakannya P3B dengan negara lain (Fadly & Alita, 2021). Suatu negara
mungkin ingin melindungi penduduknya dari perlakuan perpajakan yang tidak
menguntungkan di negara lain, mendukung warganya untuk bebas melakukan kegiatan
usaha di negara-negara lain, atau mengamankan pendapatan pajaknya (Defia Riski
Anggarini, 2020) (Permatasari & Anggarini, 2020). Negara lainnya mungkin ingin
menggunakan P3B untuk menarik investasi dari luar negeri dan mendorong pertumbuhan
ekonomi dalam negeri (Permatasari, n.d.). P3B bisa juga digunakan sebagai alat politik
luar negeri untuk pengakuan kedaulatan atau wilayah suatu Negara (Ahluwalia et al., 2021)
(Damayanti et al., 2020). Singkatnya, kebijakan P3B suatu negara sangat dipengaruhi oleh
kondisi dan motivasi negara tersebut dalam memasuki jaringan P3B (Maryana &
Permatasari, 2021). Misalnya, negara-negara berkembang yang membutuhkan aliran
investasi dari luar negeri biasanya akan mengharapkan P3B sebagai daya tarik investasi
untuk mendapatkan aliran modal dari negara-negara maju (Anggarini et al., 2021) (Riski,
2018). Sedangkan negaranegara maju mungkin akan menggunakan P3B sebagai sarana
untuk mempertahankan hak pemajakan atas penghasilan penduduknya. Berdasarkan
permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk membuat judul “Rekonstruksi

Kebijakan P3B Indonesia” (Anggarini, 2021).
KAJIAN PUSTAKA
Pengertian P3B

P3B (tax treaty) merupakan kesepakatan antara dua negara untuk memodifikasi peraturan
perundang-undangan perpajakannya masing-masing (Octavia et al., 2020). Biasanya yang
dimodifikasi adalah ketentuan mengenai pajak atas penghasilan saja (Fitranita &
Wijayanti, 2020) (Khamisah et al., 2020). Jadi, pajak pajak lainnya, seperti Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan
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Bangunan, dan bea materai, tidak diatur dalam P3B.P3B muncul karena adanya benturan
jurisdiksi perpajakan antara negara negara yang punya modal (capital exporting
countries) dan negara-negara yang mem-butuhkan modal (capital importing countries)
(Nani & Ali, 2020) (Rahmawati & Nani, 2021). Kedua negara tersebut melakukan
hubungan ekonomi yang tidak terlepas dari aspek perpajakan (lihat gambar di samping).
Akibat dari benturan ini, pengenaan pajak tidak dilakukan sama sekali di dua negara (tax
evasion), atau bahkan dikenakan dua kali di masing-masing negara tersebut (double
taxation) (Nani & Lina, 2022). Untuk menghindari kedua efek tersebut, diperlukan adanya
pengaturan-pengaturan antara kedua negara yang melakukan hubungan ekonomi.
Pengaturan-pengaturan tersebut selanjutnya tertuang di dalam P3B (Nani et al., 2021)
(Nani, 2019).

P3B mempunyai dua tujuan utama, yaitu:

1. Memfasilitasi perdagangan internasional dan arus investasi antar negara, antara lain

dengan cara:
a. menghindarkan adanya pengenaan pajak berganda dan

b. memberikan pengurangan tarif pajak di negara sumber atas beberapa bentuk penghasilan

tertentu (biasanya: passive income)

2. Merupakan alat bagi kedua Contracting States (negara yang menandatangani P3B)
untuk lebih dapat menerapkan aturan-aturan domestiknya sehingga dapat mengurangi
adanya praktik pengelakan pajak, misalnya dengan memungkinkan masing-masing
Contracting States untuk saling bertukar informasi, konsultasi bersama, atau mengadakan

mutual agreement (Lina & Nani, 2020).

Kedudukan P3B Dalam Peraturan Perundang-Undangan Domestik Indonesia
Kedudukan P3B di suatu negara adalah tergantung pada sistem perundang undangan
negara tersebut (Nani et al., 2021) (Nani, 2019). Di Indonesia berdasarkan sistem
perundang-undangan yang dianut, P3B diperlakukan sebagai lex specialis terhadap
undang-undang domestik. Karena itu, apabila ada pertentangan antara undang-undang
domestik Indonesia dengan P3B, aturan-aturan yang ada dalam P3B akan didahulukan
(View of Exploring the Relationship between Formal Management Control Systems,
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Organisational Performance and Innovation_ The Role of Leadership Characteristics.Pdf,
nd) (Novita & Husna, 2020b). Sebagai perbandingan, cara Amerika Serikat
mendudukkan P3B dalam perundang-undangannya tidak sama dengan Indonesia (Nani,
2020). Dengan prinsip lex posterior derogate lex priori, Amerika Serikat mendudukkan tax
treaty sama dengan undang-undang nasional. Hanya saja, aturan yang datang kemudian
akan mengalahkan aturan yang terdahulu (Novita et al., 2020) (Pratama et al., 2022).

Model P3B

Dalam proses pengadaan P3B, masing-masing negara akan mengajukan Model P3B nya
masing-masing (Novita & Husna, 2020a). Indonesia juga mempunyai Model P3B sendiri,
yaitu Model P3B Indonesia (Suwarni et al., 2021). Secara umum, di dunia ini ada dua
Model P3B, yaitu Organization for Economic Cooperation and Development Model
(OECD Model) dan United Nations Model (UN Model)

1. Model OECD OECD merupakan singkatan dari Organization for Economic
Cooperation and Development, dengan anggota yang terdiri dari 26 negara.
Perjanjian model OECD ini disusun dan dikembangkan oleh komite yang dibentuk
oleh negara negara OECD khusus untuk memecahkan masalah-masalah
perpajakan yang dihadapi kumpulan negara tersebut (Suwarni et al., 2021). Model
OECD dalam tax treaty ini bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antara
negara-negara yang menandatangani P3B dengan cara menghilangan pajak
berganda secara Internasional. Pada model ini, hak pemajakan diusahakan lebih
banyak pada negara domisili. Karena itu, perumusan definisi dalam model ini
umumnya lebih sempit ketimbang model tax treaty lainnya (Sedyastuti et al.,
2021).

2. Model UN Berlatar belakang pergerakan PBB yang mulai memperbarui masalah
kepentingan dalam perjanjian penghindaran pajak berganda akibat tingginya arus
modal dari negara maju ke negara berkembang, Sekjen PBB menerbitkan The
United Nations Model Double Taxation Convention Between Developed and
Developing Countries atau dikenal dengan nama Model UN (Larasasati & Natasya,
2017). Model UN memiliki tujuan tax treaty yang lebih luas, yaitu meningkatkan
investasi asing, serta sebagai alat untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial dari

negara-negara berkembang. Berdasarkan tujuan ini, Model UN menginginkan hak
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pemajakan lebih banyak di negara berpenghasilan sehingga pada perumusan pasal-
pasal, definisinya lebih luas ketimbang model OECD [38]. Kedua model ini
menjadi acuan yang digunakan oleh negara-negara yang akan melakukan
perjanjian. Indonesia sendiri membentuk dan mengembangkan modelnya sendiri
yang dikenal dengan nama Model Indonesia. Model ini merupakan penggabungan
dan pengembangan dari dua model utama (Strategi Pengembangan Bisnis Usaha
Mikro Kecil Menengah Keripik Pisang Dengan Pendekatan Business Model
Kanvas, 2020).

METODE

Dalam artikel ini, metode yang digunakan adalah metode literatur. Metode literatur atau
studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca
jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan bahan publikasi yang tersedia di
perpustakaan maupun internet (Dhiona Ayu Nani, 2021). Adapun sifat dari penelitian ini
adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh,
kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh
pembaca (Lina et al., 2021). Penulis menggunakan beraneka variasi sumber pustaka dan
data sensus internet yang membeberkan seputar Tanggungjawab sosial dalam manajemen.
Untuk memperoleh data/isu penulis mengolah data dari beraneka variasi sumber isu iternet
(Ameraldo & Ghazali, 2021). Berbagai macam variasi dan sumber rujukan yang tersedia

menciptakan penulisan artikel ilmiah ini berjalan dengan baik .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan P3B Indonesia

Kebijakan P3B Indonesia Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) ini dimulai
dengan berdasar pada Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak
Penghasilan dan telah diubah beberapa kali hingga perubahan terakhir pada Peraturan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Lina & Ahluwalia, 2021).
Tepatnya pada Pasal 32A menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk
melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dengan tujuan menghindari pajak

berganda dan pencegahan pengelakan pajak (Larasati Ahluwalia, 2020). Berdasarkan
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dengan Pasal tersebut muncul kebijakan yang benar-benar menegaskan dan mengatur
mengenai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) di Indonesia yang disahkan
dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2018 Tentang Tata Cara
Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (Anggarini et al., 2021)(Ahluwalia,
2020). Dalam perjalanannya, apabila terdapat ketentuan dalam Undang-Undang domestik
yang bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Persetujuan Penghindaran
Pajak Berganda (P3B), maka yang berlaku tetap kebijakan dalam Perjanjian Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda (P3B) tersebut (Fauzi et al., 2020). Sementara, dalam proses
pembentukan P3B, mulai dari proses pendekatan, perundingan, ratifikasi (pengesahan)
hingga pemberlakuannya, P3B harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000
Tentang Perjanjian Internasional.Dalam kebijakan PER-15/PJ/2018 Pasal 2, Wajib Pajak
Luar Negeri yang berhak untuk menerima penghasilan dari Indonesia dengan
memanfaatkan Perjanjian Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah sebagai
berikut:

1. Wajib Pajak yang menerima penghasilan bukanlah subjek pajak dalam negeri Indonesia
2. Wajib Pajak yang menerima penghasilan adalah subjek pajak dalam negeri dari negara
mitra atau yurisdiksi mitra yang telah menyepakati P3B.

3. Tidak terjadi penyalahgunaan P3B

4. Wajib Pajak yang menerima penghasilan merupakan beneficial owner, sesuai dengan
persyaratan dalam P3B. Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang telah sesuai dengan
kriteria pada Pasal 2 maka diharuskan memiliki dan mengisi Surat Keterangan Domisili
Wajib Pajak Luar Negeri (SKD WPLN) dengan menggunakan Form DGT yang diisi
lengkap dan ditandangani oleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang bersangkutan serta
telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang di negara mitra P3B sebagai syarat
dalam pemotongan/pemungutan pajak nantinya sesuai dengan ketentuan P3B yang berlaku.
Periode waktu untuk Surat Keterangan Domisili sebagai syarat pemotongan pajak bagi
Wajib Pajak Luar Negeri hanya berlaku paling lama 12 bulan (Novita & Husna, 2020a).
Pemotong atau pemungut pajak yang bertugas untuk memotong penghasilan dari Wajib
Pajak Luar Negeri (WPLN) diwajibkan untuk melaporkan pemotongan atau pemungutan
pajak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait mengenai pelaporan Surat
Pemberitahuan (SPT) (Zanofa et al., 2020). Apabila pada perjalanannya Wajib Pajak Luar
Negeri (WPLN) tidak terdapat pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut di Indonesia
sesuai dengan ketentuan dalam P3B, maka pemotong/pemungut pajak tetap diharuskan
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untuk tetap melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Luar
Negeri (WPLN) tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pelaporan Surat
Pemberitahuan (SPT).Pemotong atau pemungut pajak juga harus menyampaikan tanda
terima Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri (SDK WPLN) sebagai
pengganti Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri (SDK WPLN) untuk
nantinya dapat dilampirkan dalam Surat Pembertitahuan Masa (SPT Masa) untuk masa
terutang pajak bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang bersangkutan (Defia Riski Anggarini,
2020).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
Perjanjian penghindaran pajak berganda, yang umum disingkat menjadi P3B, dan juga
dikenal dengan nama tax treaty, termasuk salah satu sumber hukum yang digunakan dalam
perpajakan internasional. Perjanjian penghindaran pajak berganda ini adalah perjanjian
internasional di bidang perpajakan antar kedua negara yang mengatur pembagian hak
pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh penduduk salah satu negara atau
penduduk kedua negara dalam persetujuan itu. Secara garis besar, pembagian hak tersebut
diatur dengan tujuan untuk mencegah seminimal mungkin terjadinya pengenaan pajak
berganda dan menarik investasi modal asing ke dalam negeri. Ada dua model utama P3B
yang digunakan sebagai acuan, yaitu Model OECD dan Model UN. Namun, masing-
masing negara mengembangkan sendiri model perjanjian mereka. Indonesia turut
mengembangkan model perjanjian dengan menggabungkan dua model utama, yang dikenal
dengan nama Model Indonesia. Ada tahapan prosedur yang harus dilakukan untuk
menerapkan perjanjian penghindaran pajak berganda, serta syarat-syarat yang harus
dipenuhi untuk menggunakan manfaat tax treaty ini. Beberapa di antaranya adalah
memperlihatkan surat keterangan domisili yang telah memenuhi persyaratan administrasi,
seperti mengisi dan melampirkan form DGT dan menyampaikannya bersama SPT Masa.
Pada intinya, tujuan dari pemberlakuannya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
(P3B) ini adalah supaya tidak terjadi pengenaan pajak berganda yang memberatkan dunia
usaha, meningkatkan investasi modal yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri,
meningkatkan sumber daya manusia, sebagai cara untuk mencegah pengelakan pajak bagi
Wajib Pajak Luar Negeri, dan memberikan kesetaraan dalam hal pemajakan antar kedua

belah negara.
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